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A. Pengertian dan Ukuran Efektifitas Hukum 
1. Pengertian Efektifitas Hukum 
Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 
(akibat) yang di harapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 
Efektifitas yang secara dekat dengan berhubungan dekat dengan rasionalitas 
teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.4 
Efektifitas berkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 
efektif organisasinya, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada 
input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektifitas berfokus pada 
outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kerugian dinilai efektif 
apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau 
dikatakan spending wisely.5 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
                                                          
4 Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Yogyakarta: Gajamada 
Universitas Press Hlm: 429 
5 Mahmudi. 2005. Manajemen Sektor Publik.. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 
AMPYKPN. Hlm; 92 
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.6 
Dalam konteks perilaku organisasi, efektifitas merupakan hubungan 
optimal antara produksi, kualitas, efesiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat 
keunggulan dan pengembangan.7 Suatu organisasi dapat dikatakan efektif 
apabila tujuan atau nilai – nilai organisasi yang telah ditetapkan tercapai. 
2. Ukuran Efektifitas Hukum 
Cara mengukur efektifitas yaitu dengan melihat hasil yang telah dicapai 
oleh setiap organisasi. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuan, 
maka dapat dikatakan efektif dalam melakukan tujuannya. Bahwa efektifitas 
bukan tentang beberapa banyak biaya uang dikeluarkan untuk mencapai 
tujuan tersebut, akan tetapi efektifitas melihat apakan program yang 
dikerjakan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektifitas disini lebih mengarah pada kebijakan – kebijakan Pemerintah, 
artinya apakah program – program yang dijalankan oleh pejabat 
Pemerintahan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam program. 
Pemerintah dituntut aktif dan bertindak cerdas tentang mana yang harus di 
dahulukan dalam menanggulangi keterbatasan sumber daya yang ada. 
                                                          
6 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hal 8 





Kata Efektifitas seringkali diucapkan dan didengar oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari – hari. Dalam penulisan skripsi kali ini untuk mengetahui 
seberapa efektif Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 
2001 Tenang Pemberantasan Pelacuran. Bahwa kata efektifitas dalam skripsi 
ini berasal dari kata kata efektif yang berarti ada efek yang timbul (pengaruh, 
akibat, kesanya). 
Yang dimaksud yaitu bagaimana pengaruhnya, akibatnya jika melakukan 
tindakan dalam kasus tertentu. Seperti dalam skripsi ini seberapa efektif Perda 
Kabupater Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Pelacuran. Namun perlu kita ketahui bahwa sebaik apapun hukum itu di buat 
semua tergantung pada aparat penegak hukumnya. Apakah hukum itu 
ditegakkan atau tidak, dan apa hukum tersebut tepat sasaran atau tidak. 
B. Penyidik dan Penyidikan 
Penyidikan yaitu merupakan awal dari proses untuk mencari bukti yang tepat, 
yang mana telah dijelaskan dalam KUHAP pasal 1 ayat 2 “ penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam dalam dan menurut cara yang diatur dalam 
undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya”. 
Penyidik yang terdapat dalam KUHAP pasal 1 ayat 1 “ penyidik adalah 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang 




1. Penyidikan Polisi Pamong Praja 
Penyidikan yang dilakukan Polisi Pamong Praja hanya ruang lingkup 
perda dan peraturan Bupati sesuai dengan pasal 21 huruf a “ pelaksanaan 
pedoman dan petunjuk kediatan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
pelanggaran perda”.  Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2015 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Polisi Pamong Praja,polisi 
pamong praja hanya menangani yang mana telah menjadi kewenangannya, 
yang mana telah diatur dalam pasal 21 huruf b  Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Polisi 
Pamong Praja “ pelaksanaan penindakan preventif non yustisial terhadap 
gangguan ketertipan umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran 
perda dan peraturan bupati ”8 
Dan dalam pasal 21 huruf e berbunyi “pelaksanaan koordinasi dengan 
instansi dalam rangka proses penyidikan pelanggaran perda dan peraturan 
Bupati“, jadi dalam menjalankan serangkaian penyidikan polisi pamong praja 
tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait seperti polisi yang 
mana mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penyelidikan. 
Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 28 
huruf b “pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam 
rangka penyelenggaraan ketertipan umun dan ketentraman masyarakat”. 
 
                                                          
8Peratuaran Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan 
Polisi Pamong Praja 
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C. Tindak Pidana 
Tindak pidana yaitu tindakan yang dilakukan dengan keadaan sadar dan dan 
telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Menurut 
Simonsialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.Sementara itu, 
Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan 
tersebut.9 
Perlu diketahui bahwa setiap perundang – undangan yang di buat pasti 
memiliki tujuan. Adapun tujuan hukum pidanamenurut Prof. Dr. Wirno 
Prodjodikoro S.H yaitu: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik 
secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventive) maupun secara 
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah sudah menjalankan kejahatan, 
agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventive). 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang sudah menandakan suka 
melakukan kejahatan, agar menjadi baik tabiatnya, sehingga bermanfaat 
baik bagi masyarakat.10 
Bahwa sudah jelas setiap orang tidak pernah terlepas dari hukum, dan setiap 
orang dianggap tau dengan hukum yang sedang berlaku, bahkan hukum tidak 
                                                          
9.Moeljatno, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), halaman 20 
10. Wirno Prodjodikoro, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA, hal.18  
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memandang kedudukan, atau golongan orang tetapi setiap orang dianggap sama 
dimata hukum dan harus tunduk dengan hukum yang berlaku. 
D. Faktor Terjadinya Pelacuran 
Prostitusi atau Pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang harus 
dibrantas penyebarannya. Prostitusi berasal dari kata latin Pro-stituere atau Pro-
staureeyang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, 
percabulan, pergendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
prostitusi mempunyai arti yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau 
hadian sebagai suatu transaksi perdagakan, pelacuran. Prostisusi atau pelacuran 
disebut juga Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Sesungguhnya praktek pelacuran merupakan praktek yang dicekal oleh 
kebanyakan masyarakat, namun praktek pelacuran banyak memberikan 
keuntungan yang cepat dan pemenuhan hasyat seseorang. Pada umumnya pekerja 
seks komersial itu hanya mencari nafkah dengan menjual diri. Dalam hal ini 
praktek pelacuran pelaku hanya untuk mempertahankan hidup ditengah-tengah 
kesenjangan sosial di Negara yang berkembang khususnya Indonesia. 
Ada beberapa peristiwa dimana pelacuran berkembang antara lain yaitu ; 
1. Adanya keinginan dan doroangan manusia untuk menyalurkan kebutuhan 
biologis, khususnya diluar perkawinan. 
2. Tidak adanya undang-undang yang mengatur dan melarang praktek 
pelacuran. Dan juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang 
melakukan relaksasi seks sebelum adanya pernikahan. 
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3. Adanya komersialisasi dari praktek prostitusi, baik dari pekerja seks 
komersial maupun dari germo dan oknum-oknum yang memanfaatkan 
praktek pelacuran. 
4. Kebudayaan eskploitasi pada zaman ini, khususnya mengeeksploitasi 
kaum wanita uantuk tujuan komersil.11 
Dan perlu diketahui ada beberapa faktor yang mendasari praktek pelacuran terjadi 
antara lain: 
a) Faktor Ekonomi atau Kemiskinan 
b) Faktor lingkungan, dimana lingkungan tersebut merupakan tempat 
tinggal orang tersebut merupakan kawasan prostitusi 
c) Karna kebodohan, karna pada umumnya mereka berpendidikan 
rendah 12 
Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini pelacuran 
tidak diatur secara jelas, hanya mengenai oknum-oknum yang mencari 
keuntungan dari orang lain yang menjajakan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-
laki dengan upah, dikenal sebutan Germo. Dan diatur dalam pasal 297 KUHP 
yang berbunyi “Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa, diancam 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, sertaan dalam pasal 506 KUHP 
berbunyi “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 
dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun” 
                                                          
11 http://www.e-jurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html di akses pada tanggal 
28 november 2016 
12 Harja Saputra, ”Faktor-Faktor Penyebab Prostitusi”,  http://harjasaputra.wordpress.com/ 




Dengan demikian dari isi pasal yang diatas menjelaskan hukum menjerat hanya 
pada oknumnya (germo) bukan pelakunya, oleh karna itu dibuatlah aturan khusus 
yang menekan praktek pelacuran ini terjadi yaitu adanya Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantassan Pelacuran. 
E. Peraturan Daerah Mengenai Pemberantasan Pelacuran 
Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan system 
pemerintahaan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada ototitas administrative 
disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara, dimana Negara Indonesia 
merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
merupakan kepala daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang memimping pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Pelacuran menjelaskan bahwa untuk melestarikan budaya 
masyarakat Pasuruan yang nyaman dan damai, terhindar dari tindakan asusila 
dimana Kabupaten Pasuruan merupakan kota santri. 
Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 memberikan penjelasan dan ketentuan yang 
terdapat dalam pasal 2 yaitu : 
1. Pelacur dilarang melakukan pelacuran di daerah 
2. Pelacur dilarang terang-terangan, memikat orang lain dengan sikap, 
perkata-kataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau perbuatan yang dianggap 
melanggar tata asusila. 
18 
 
Secara jelas dari peraturan daerah diatas bahwa praktek prostitusi yang terjadi 
di daerah Kabupaten Pasuruan dilarang dengan tegas. Karna telah melanggar 
nilai-nilai yang terkandung dalam masyarahat, sehingga menimbulkan rasa tidak 
nyaman bagi masyarakat. 
Serta dalam Pasal 3 yang berbunyi : 
“Selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan diberi Wewenang untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini”. Dalam pasal ini 
menerangkan bahwa dalam melakukan tindakan pemberantasan pelacuran pihak-
pihak yang berwenang seperti Polisi dan Polisi Pamong Praja tetap melakukan 
koordinasi dan kerjasama untuk menegakkan perda yang ada.  
Dan juga dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 memberikan saksi yang cukup 
berat untuk pelaku pelacuran yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi: 
1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) diancam dengan 
pidana kurungan serendah-rendahnya 10 (sepuluh) hari dan setingi-
tinginya 3 (tiga) bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) diancam dengan 
pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
3. Tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) 
adalah pelanggaran. 
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Dari penjabaran pasal diatas bahwa secara jelas perda tersebut melarang 
adanya prostitusi di kawasan Kabpaten Pasuruan dan bahkan untuk 
mengantisipasi maraknya praktek pelacuran perda tersebut memberikan saksi 
yang berat yang dapat memberikan rasa jera untuk pelakunya. Bahwa hal tersebut 
dapat dijadikan tolak ukur bahwa sudah selayaknya dibuat peraturan atau undang-
undang yang mengatur secara khusus praktek prostitusi ini sehingga 
pemberantasan dapat dilakukan secara maksimal diseluruh wilayah Indonesia. 
